
5. Undang-undang . 

3. ndang- ndang ornor 17 Tahun 2003 iemang Kcuanuan c>gar:1 
(Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2003 ornor 47. 
Tambahan Lembaran egara Republik Indoesia lomor 4286); 

4. ndang- ndang omor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
lasional (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2003 omor 

78, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4301); 

I. Undang- ndang lornor 12 Tahun 1956 tentang Pembeniukan Daerah 
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 omor 25) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang omor 7 Tahun 
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran egara Republik 
Indonesia Tahun 1965 omor 50, Tambahan Lembaran egara 
Republik Indonesia omor 2755); 

2. Undang-Undang omor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
egara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan lepotisme 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran . egara Republik 
Indonesia Tahun 1999 omor 75. Tambahan Lernbaran . 1cgr-1rc1 
Republik Indonesia Nornor 3850): 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a. 
perlu menetapknn Peraturan Bupati tentang Pcdoman Pe laksanaan 
Penggunaan Dana In. entif ~~on P. Guru P ndidikan nak Usia Dini 
dalam Kabupaten Baiang Hari Tahun Anggaran 2018. 

bahwa dalam rangka untuk membantu meletakkan dasar 
pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta anak 
usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar di Kabupaten Batang 
Hari, maka perlu memberikan bantuan dana insentif melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari, guna 
kelancaran operasional Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten 
Batang Hari; 
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l-l.Peraruran ..... 

13. Peraturan Pemerintah omor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nornor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia omor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah omor 66 Tahun 2010 (Lembaran egara Repubiik 
Indonesia Tahun 2010 . omor 11 :2. Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia 1 ornor 5157): 

12. Peraturan Pemerintah omor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran 
egara Republik Indonesia Tahun 2008 omor 194, Tambahan 

Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4941); 

11. Peraturan Pemerintah ornor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsenirasi d,111 
Tugas Pernbantuan (Lembaran egara Repubiik Indonesia Tahun 
2008 Nornor 20, Tambahan Lembaran . egara Republik lndonesia 

omor 4816): 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 omor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4496) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintab Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar asional 
Pendidikan (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 
45, Tambahan Lernbaran egara Republik Indonesia I ornor 5670): 

9. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Peng lolnun 
Keuangan Daerah (Lernbaran legara Republik Indonesia Tahun 2(JO.' 
. ornor 140, Tarnbahan Lernbaran egara Republik Indonesia Nornor 
4578); 

8. Undang-Undang omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 omor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1 omor 5587) 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang 
Undang omor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas ndang 
Undang omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2015 1 ornor 5,'. 
Tambahan Lernbaran egara Republik Indonesia lomor _-(,79): 

7. Undang-Undang lornor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Iomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia omor 5234); 

6. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Pcnmbangun 
Kcuangan antara Perneriruah Pusat clan Dacrah (Lcmbaran . iq.'.dr.1 

Rcpublik In lonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tarnbahan Lcrnbarun 
. egarn Republik Indonesia . omor -1-838): 

5 Undang-Undang Iomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan 
Lernbaran egara Republik Indonesia lornor 4400); 
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3. Dinas .. 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 
2. Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 

BABI 
KETENT AN UMUM 

Pasal I 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

PERA TURA, BUPATI TE TA G PEDOMAN PELAKSANAAN 
PE TQGUNAA DA TA INSE. TIF , 0 P S GURU PE DIDIKA 
A AK USlA DINI DALAM KABUPATE T BATA G HART TAHU. 1 

ANGGARA 2019 

., 
.) . 

2. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan lomor 13 Tahu, 
2014 ten tang ten tang Standar asional Pendidikan Anak sia Dini. 
Peraturan Bupati Batang Hari ornor 30 Tahun 2017 ten tang 
Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 
Dokurnen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Penyelenggaraan 
Dana Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Tahun 
Anggaran 2019 omor : l.Ol.01.l.01.0l.01.15.67.5.2 tanggal 28 
Desember 2018. 

MEMUTUSKAN: 

I. 

Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 73 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Ba tang Hari Tahun Anggaran 2019 ( Berita Daerah 
Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 omor 74 Tahun 2019); 

20. 

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Batang Hari omor 18 Tahun 
2018 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Kabupaten 
Batang Hari Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Batang Hari Tahun 2018 omor 18) 

19. 

Pcraturan Dacrah Kabupaicn Baiang Hari Nomor 33 lahun 2(l I h 
tentang Kedudukan. Tuga dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tara 
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaien 
Ba tang Hari Tahun 2016 Nornor 33). 

18. 

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor I 1 Tahun 20 I (1 

teruang Pemberuukan dau . usunan Perangk at Daerah ( Lcmbnr.ui 
Daerah Kabupaien Baiang Hari Tahun 2016 lornor I 1 ): 

17. 

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten 
Batang Hari Tahun 2007 omor 7); 

16. 

Peraturan Menteri Dalam egeri omor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 (Berita egara Republik Indonesia Tahun 2011 N omor 31 O); 

15. 

Peraruran Pemcrintah lornor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkai Dae rah 
(Lembaran legara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1--l. 
Tambahan Lernbaran egara Republik Indonesia omor 5887); 

14. 

Menetapkan 

!{p11perhatiknr; 



18.Kurikulum PA D . 
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3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari. 
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Batang Bari. 
5. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia no! sampai dengan enam 

Tahun. 
6. Pendidikan Anak sia Dini yang selanjutnya disingkat PA D adalah 

suatu upaya pernbinaan yang ditujukan kepada anak (iermasuk anak 
berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan us ia 6 (en.un l 
tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan uniuk 
mernbantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani ag,1r 
anak merniliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang 
meliputi Taman Penitipan Anak Kelompok Berrnain, Taman Kanak 
Kanak dan bentuk lain yang sederajat. 

7. PA UD Formal adalah j enis layanan pendidikan anak usia dini yang 
diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak. 

8. PAUD onformal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang 
diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok 
Bermain dan Satuan PAUD Sejenis. 

9. PAUD Informal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang 
diselenggarakan dalam lingkungan keluarga. 

10. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah 
satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan 
kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga uniuk 
waktu tertentu bagi anak usia O - 2 (no] sampai dua) tahun yang orang 
tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalum 
menga uh anaknya karena bekerja atau sebab lain. 

11. Kelornpok Berrnain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah saru 
bentuk layanan PA D yang menyelenggarakan program pendidikan 
bagi anakusia 2 - 4 (dua sampai dengan empat) Tahun, dengan toleransi 
sampai dengan 6 (enam) Tahun, jika di desa tersebut belum tersedia 
layanan TK yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang 
pendidikan lebih lanjut. 

12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu 
bentuk layanan PAUD yang rnenyelenggarakan program pendidikan 
bagi anak berusia 4-6 ( ernpat sarnpai dengan enam) Tahun secara lebi h 
terstruktur. 

13. Satuan PA D Sejenis yang selanjutnya disingkat SP adalah saiuan 
satuan PA D elain TPA. KB. TK , ang terintergrasikan dcug.in 
berbagai layanan pendidikan anak usia dini yang ielah ada di masyarak: l 
sepeni Posyandu Plus. Bina Keluarga !3alita. Taman Pcndidikan .·\ I 
Quran atau layanan terkait lainnya. 

14. Pendidik PA D adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan. 
melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pernbelajaran seria 
melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik 
terdiri atas guru guru pendamping dan guru pendamping muda 

15. Tenaga kependidikan PAUD adalah petugas pelaksana administrasi, 
pengelolaan, pengembangan, pengawasan proses pendidikan pada 
lembaga PAUD yang terdiri atas Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah, 
Pengelola/Penyelenggara, Adrninistrasi, Petugas Kebersihan dan Satuan 
Pengamanan. 

16. Peserta Didik PAUD adalah anggota masyarakat berusia 0-6 Tahun 
yang berusaha mengernbangkan potensi dirinya melalui prose 
pembelajaran yang tersedia pada jenis layanan PA D. 

17. Komite PAUD adalah lernbaga rnandiri yang beranggotakan orang 
tu wal: murid, komunita. sekolah. serta tokoh masyarakat yang pec!uli 
pendidikan. 



BAB V .. 

Insentif tidak boleh digunakan untuk: 
a. disimpan atau disimpan-pinjamkan dengan mak ud dibungakan: 
b. rnernbayar bonus. transporiasi aiau pcrnbclian pakaian yang tiduk bcrkairun 

engan kcpenungan siswa: 
c. mernbangun gcdung dan iambah: n ruang guru: 
d. membeli peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran bagi siswa: 
e. menanam saham; 
f. membiayai segala kegiatan yang telah dianggarkan dari sumber dana 

Pemerintah Pusat atau Daerah lainnya sehingga akan terjadi tumpang tindih 
(overlapping) pembayaran; dan 

g. membeli barang dan peralatan yang bersifat inventaris. 

Pasal 6 

Dana Insentif digunakan untuk membiayai operasional sekolah dalam bentuk 
insentif Guru Tidak Tetap guna menjamin kesinambungan proses belajar 
mengajar dan penyelenggaran PAUD yang bermutu. 

BABIV 
PENGGUNAAN 

Pasal 5 

Penerima lnsentif untuk tiap-tiap PAUD dihitung berdasarkan kebutuhan Guru 
Tidak Tetap sesuai dengan jumlah rornbongan belajar per sekolah dan jumlah 
Guru PN S yang ada. 

BAB III 
PENERIMA DANA INSENTIF 

Pasal 4 

Sasaran pemberian dana insentif adalah semua Guru Non PNS pada lembaga 
PAUD Formal Taman Kanak-Kanak egeri/Swasta dan PAUD Non Formal 
Kelompok Berrnain, Taman Penitipan Anak/Satuan PAUD Sejenis dalam 
Kabupaten Batang Hari 

Pasal 3 

Tujuan Pemberian Dana Insentif adalahuntuk meningkatkan kesejahteraan Guru 
Tidak Tetap dalam rangka peningkatan pelayanan PAUD yang bermutu. 

Pasal 2 

BAB II 
T .J 'AN DAN SASARAN 

19.PAUD Holistik Integratif adalah suatu layanan PAUD yang 
diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi 
kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, 
perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia 
yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia. 

20.Standar asional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 
pendidikan di seluruh wilayah hukum cgara Kesatuan Republik 
Indonesia 

18.Kurikulun, PA D adalah seperangkat rencana dun pengaturun 
mengenai tujuan. isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunak an 
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pernbelajaran umuk 
mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD. 
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Pasal 1.1 .. 

Pasal 12 

Guru Tidak Tetap (GTT) Penerima Insentif dari Dana Insentif ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Ba tang Hari. 

Penetapan penerima Insentif berdasarkan : 
a. usulan dari Kepala PAUD Formal dan on Formal dan Kelornpok Bermain 

( KB) dan sejenisnya ; 
b. hasil verifikasi dari petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari ; dan 
c. telah melakukan kontrak kerja dengan Kepala Sekolah. 

Pasal 11 

BAB VI 
PENETAPAN PENERIMA DANA INSENTIF 

Pasal iO 
(1) Guru Tidak Tetap (OTT) pada PA O Formal Taman Kanak-Kanak (Tk ). 

yang berhak mendapatkan Ins ntif dengan ketentuan guru Kelas minimal 
mengajar 12 (dua belas) Jam Pelajaran per minggu dengan rasio 1 : 15 . 

(2) Guru Tidak Tetap (GTT) pada PAUD on Formal, yang berhak 
mendapatkan Insentif dengan ketentuan ; 
a. Kelompok Bermain (KB) guru Kelas minimal mengajar 12 (dua belas) 

Jam Pelajaran per minggu dengan rasio 1 : 8 ; 
b. Satuan PAUD Sejenisnya /Taman Penitipan Anak (SPS/TPA) dengan 

rasio 1 : 4; 
(3) Kepala Sekolah pada PAUDFormal Taman Kanak-Kanak (TK), dan pada 

PAUD on Formal adalah 6 jam perminggu;dan 
(4) Apabila guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajar di 2 (dua) 

tempat tugas mengajar.Insentif dibayarkan hanya 1 (satu) tempat Iembaga 

Pasal 9 

Jika terdapat kelebihan dan keterlanjuran pembayaran akan dikembalikan ke 
Kas Daerah. 

Bantuan Insentif untuk kegiaian proses belajar mengajar sebagaim.ma 
dimaksud dalam Pasal 7 meliputi: 
a. PA ·o Formal Taman Kanak-Kanak (TK). lnsentif Guru Tidak Teiap 

(GTT) diberikan sebesar Rp.700.000,-orang/bulan. 
b. PAUD on Formal Kelompok Bermain (KB) Insentif Guru Tidak Tetap 

(OTT) diberikan sebesar Rp.400.000,-orang/bulan. 
c. Kepala Sekolah on PNS pada PAUD Formal Taman Kanak-Kanak (TK), 

dan PAUD Non Formal Kelompok Bermain (KB) Insentif diberikan sebesar 
Rp. 300.000,- orang/bulan. 

Bantuan insentif mencukup kornponen yaitu dana Operasional untuk mcnunjnng 
kegiatan proses belajar-rnengajar yaitu pernbayaran Insentif Guru Tidak TcLq1. 

Pasal 8 

Pasal 7 
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BAB V 

KOMPONEN DANA INSENTIF 



KETENTUA ........ 

Dalam hal lernbaga penerima Dana Inscnuf rnengalami perubahan . ehing.g,1 
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerirna Dana atau/bubar. m: ka 
bantuan dibatalkan dan Dana harus dikembalikan ke Kas Daerah. 

Pasal 17 

PEMBATALAN DANA INSENTIF 

BABX 

Pasal 16 

(1) Tim Monitoring dan Supervisi Dana Insentif wajib melaporkan hasi] 
penggunaan Dana kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaien 
Batang Hari melalui Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

(2) Tim Monitoring dan Supervisi Penerima Dana Insentif dilakukan secara 
efektif dan terpadu oleh Pengelola Dana dan Penilik Sekolah. 

BAB IX 
MONITORING DAN Sl'PERVISI 

Tata tertib Pengelolaan Dana Insentif terdiri dari : 
a. menetapkan jumlah rombongan belajar per sekolah berdasarkan sumber 

yang dapat dipertanggung jawabkan; 
b. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun; 
c. mengelola Dana di PAUD secara transparan dan bertanggung jawab; dan 
d. bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang. 

BAB VIII 

TATA TERTIB PENGELOLAAN DANAINSENTIF 

Pasal 15 

Pasal 14 
Waktu pelaksanaan penggunaan Dana Insentif adalah 1 (satu) tahun Anggaran 
selama 12 (dua belas) bulan untuk periode Januari sampai dengan Desernbcr 
Tahun Anggaran berjalan. 

BAB VII 

WAKTU PELAKSANAAN 

Bantuan lnsentif sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dibatalkanapabila 
a. mengundurkan diri sebagai Guru Tidak Tetap ; 
b. meninggal dunia; 
c. pindah tugas ; dan 
d. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kontrak kerja 

yang telah disepakati; 

7 - 
Pasal B 



ATANG HARI TAHUN 2019 BERITA 
NOMO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

: di Muara Bulian 
'.). ~ r ~ ~j 

Diundangkan 
Pada tanggal 

Peraturan Bupati Ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019. 
Agar setiap orang mengetahuinya.memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah kabupaten Batang Hari 

Pas al I 9 

Hai-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenru 
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinos 
pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ba.ang Hari. 

Pasal 18 

KETENTUAN PENUTUP 
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